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Abstract

The purpose of this study in order to know the cause of women in Indonesia does the movements and manner or form of struggle in realizing it. The method used in this study using historical research began heuristic, criticism, interpretation, and historiography.

Indonesian women's movement in 1928-1978 to demand equal rights within the household and the marriage was investigated because of the oppression and discrimination of women in the household. Forms of oppression are not merely physical but also psychological oppression. Forms of oppression are polygamy, unilateral divorce, and domestic violence there is rampant today. That understanding of the arguments of religious and cultural constructs that exist as legalize the repressive measures.
The results of this study is to explain the forms of the struggle of Indonesian women in claiming their rights by conducting social movement consisting of several stages. These stages are started Pre-movement (Premovement stage) with marked several letters demanding Kartini’s educating administration and teaching on women. The second stage is the stage of building awareness (awakening stage) This stage women build awareness of the position of women and women's roles are supposed to use the press or the newspapers and magazines in order to get up and get out of the tyranny of oppression. The next stage of building a movement (movement building stage) by forming several women's organizations in various regions across Indonesia. After it entered the stage (stage influence) or phase affects the target to hold a congress to influence government as a target to ensure women's rights in particular in the household and marriage. After all stages of new bypassed get results that can be seen from the emergence of a policy or called (outcome stage) with the passage of the Marriage Law No. 1 1974.
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PENDAHULUAN

Gerakan  R.A Kartini melalui surat-suratnya kepada sahabatnya Abendanon menjadi inspirasi awal perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kedudukannya. Perjuangan nasib perempuan ini  memilikifokus yang lebih besar sebagai puncak perjuangan pada tahun 1928-1974. Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 merupakan  awal usaha perempuan Indonesia secara kelompok dalam bentuk organisasi perempuan yang bertaraf nasional dalam memperjuangkan hak-haknya sampai keluar Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini digunakan kaum perempuan sebagai lisensi atau dasar hukum hak-hak perempuan Indonesia khususnya dalam lingkungan rumah tangga dan perkawinan untuk menghapus diskriminasi seperti pernikahan dini, kawin paksa, poligami, dan perceraian sepihak dari suami sebelum tahun 1928.
Kartini R.A movement through his letters to his friend Abendanon be the inspiration of the struggle for Indonesian women in fighting position. Struggle fate of these women have a greater focus as the culmination of a struggle in 1928-1974. The first congress of Indonesian women in 1928 was an early attempt by a group of Indonesian women in the form of national level women's organization in the fight for their rights until the exit Marriage Act (UUP) No. 1 in 1974. This law used women as a license or legal basis for women's rights in Indonesia, especially in the household environment and marriage to eliminate discrimination such as early marriage, forced marriage, polygamy and unilateral divorce from a husband before 1928.
Perjuangan perempuan Indonesia melalui berbagai cara dan media baik melalui surat kabar, pergerakan, organisasi, bahkan jalur politik agar mampu berkecimpung dalam pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia demi membela hak perempuan agar diperlakukan seperti layaknya seorang anak perempuan, saudara perempuan, istri, ibu dan nenek dengan segala hak-haknya.Penelitian ini dimulai sejak tahun 1928 dengan ditandai adanya Kongres Perempuan Pertama di Indonesia tepatnya tanggal 22-25 Desember sebagai awal organisasi perempuan dalam skala nasional dan diakhiri tahun 1974 dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 tahun 1974.

The struggle of Indonesian women through various means and media through newspapers, movements, organizations, even political path to be able dabbling in legislation that exist in Indonesia for the sake of defending the rights of women to be treated like a daughter, sister, wife, mother and grandmother with all their rights. This study began in 1928 with a marked presence of the First Women's Congress in Indonesia precisely on December 22 to 25 as the beginning of the women's organization on a national scale, and ending in 1974 with the enactment of the Marriage Act (UUP) No. 1 of 1974.
Penelitian ini lebih fokus pada usaha-usaha atau gerakan perempuan Indonesia untuk memperjuangkan persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Legalisasi kesetaraan hak perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP). Penulisan sejarah perjuangan atau gerakan perempuan Indonesia ini  dimaksudkan  agar mampu memunculkan semangat baru bagi para pejuang perubahan nasib perempuan saat ini agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa  perempuan Indonesia melakukan gerakan menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan?

2. Bagaimana perjuangan perempuan untuk merealisasikan persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam implementasinya metode sejarah terbagi menjadi empat tahap yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan penyajiannya (Historiografi).
This study focuses on the efforts of Indonesia or the women's movement to fight for equality in the household and marriage. Legalization equal rights of women in the household and marriage is embodied in the form of Marriage Act (UUP). Writing the history of the struggle or the Indonesian women's movement is intended to be able to bring a new spirit for the fighters change the fate of women today in order to uphold the values of religion, culture, and customs.

This study aims to answer the question as follows:

1. Why do the movements of Indonesian women demanding equal rights within the household and marriage?

2. How does the struggle to realize the equal rights of women in the household and marriage?

The method used in this research is the method of historical research. In the implementation of the methods of history is divided into four stages: Heuristics, Criticism, interpretation, and presentation (Historiography).
PEMBAHASAN
Potret Perempuan Indonesia Sebelum 1928

Laki-laki dan perempuan dianggap sebagai atasan dan bawahan, majikan dan pembantu. Hal ini telah ada dan jauh sebelum agama Muhammad lahir di dunia khususnya di Indonesia sampai awal abad ke-20. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang mirip manusia dengan kata lain bukan manusia karena secara umum budaya negeri kita menganut budaya patriarkhi. Penindasan terhadap perempuan di Indonesia sampai awal abad ke-20 dalam bentuk kawin paksa, poligami, kekuasaan tidak terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan.
 Selain itu juga, banyak praktik pernikahan dini yang terjadi dari kalangan perempuan tanpa memperhatikan kesiapan fisik maupun psikis karena rasa gengsi orang tua memiliki anak perempuan berumur.
Perempuan hidup bagaikan wayang yang tidak  berkuasa untuk menjalankan dirinya sendiri tanpa komando kaum laki-laki. Para suami memandang istrinya bagaikan domba, suami akan mendatangi hanya jika ada perlunya, setelah selesai mereka pun akan menerlantarkan para istri dan mencari yang lain. Jika suami sudah tidak cinta lagi pada istrinya, laki-laki itu sekehendak hati meninggalkan istrinya.Perlakuan sewenang-wenang pihak suami terhadap istrinya dalam hal ini dianggap sebagai suatu kewajaran dan tak akan ada satu pun dari orang lain akan membela kaum perempuan untuk lepas dari kungkungan keadaan yang semacam itu. 
DISCUSSION
Images of Women Indonesia Before 1928
Men and women are considered as a superior and a subordinate, employer and helper. It has existed and long before the religion of Muhammad was born in the world, especially in Indonesia until the early 20th century. Women are considered as a human-like creature, in other words, not human because of the general culture of our country adheres to a patriarchal culture. The oppression of women in Indonesia until the early 20th century in the form of forced marriage, polygamy, unlimited power of men in marriage. In addition, many practices of early marriage occur among women regardless of their psychological and physical readiness for a sense of pride of parents have children aged woman. Women live like a puppet who has no power to run itself without the command of men. The husband looked at his wife as sheep, the husband will come only if there is the need, once completed they will ignore wives and find another. If the husband is no longer in love with his wife, the man left his wife at will. Abuse the husband to the wife, in this case, is regarded as a fairness and there would not be any of the others will defend the women to escape from the confines of such circumstances.
Pandangan tersebut didasarkan Teori Psikoanalisis dari Sigmund Freud yang bertitik pada "penis envy" perempuan dilihat sebagai laki-laki yang kurang lengkap, anggapan ini menimbulkan perasaan rendah diri bagi perempuan yang tidak ada habis-habisnya. Adapun Teori Fungsionalis menentukan kedudukan perempuan dalam keluarga. Tetapi apabila hanya menjalankan fungsi dalam keluarga saja dan tanpa pernah diberi fungsi di luar keluarga membuat perempuan menjadi picik dan bodoh. Keadaan ini seolah-olah membenarkan anggapan bahwa perempuan mempunyai sifat lemah dan bodoh.
 Pembagian peran laki-laki dan perempuan memunculkan dua teori besar yaitu teori nature dan teori nurture (kebudayaan). Teori nature atau kodrat selamanya tidak dapat dirubah tatapi keadaan atau tatanan hidup manusia yang berasal dari manusia diistilahkan dengan teori nurture atau budaya masih dapat berubah. 
That view is based on the theory of psychoanalysis Sigmund Freud who dotted the "penis envy" of women is seen as a man incomplete, this assumption lead to feelings of low self-esteem for women who are not inexhaustible. The functionalist theory determines the position of women in the family. But if the only function in the family alone and without ever being given a function outside the family make women become shortsighted and foolish. This situation as if to justify the assumption that women have the nature of a weak and foolish. The division of the roles of men and women led two major theories, namely the theory of "nature" and "nurture" theory (culture). The theory of nature or nature can not be changed forever but state or order of human life are derived from human termed nurture theory or culture can still be changed.
Sejalan dengan pandangan tersebut, tatanan hidup dan pandangan masyarakat yang diperuntukkan bagi perempuan yang berasal dari kebudayaan manusia masih dapat diubah apabila ternyata tatanan hidup atau pandangan tersebut menciptakan ketidakadilan bagi perempuan khusunya dan manusia pada umumnya. Situasi yang membuat kabur untuk membedakan mana yang buatan manusia mana yang ciptaan Allah inilah yang mendorong manusia untuk kritis dan dinamis dalam mengikuti perkembangan sejarah dan upaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi bagi perempuan.Allah dzat yang maha adil tidak akan membuat tatanan kehidupan manusia dengan mendiskriminasi atau memarginalkan salah satu pihak. Pemahaman yang bias tersebut akibat dari interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara tekstual menyudutkan posisi kaum perempuan. 
Consistent with that view, a way of life and perceptions that cater for women of human culture can still be changed if it turns out the way of life or view of creating inequities for women especially, and people in general. Situations that make vague to distinguish which man-made creations of God which are what drives people to the critical and dynamic in following the historical development and efforts to eliminate all forms of discrimination against women. God almighty One who will not make a fair order of human life to discriminate or marginalize any of the parties. Biased understanding of the result of the interpretation of the verses and hadiths are textually cornering the position of women.
Visi dan misi ajaran Muhammad adalah kemashlahatan dan keadilan. Menurut Syatibi segala sesuatu harus dilihat dari tujuannya yang diistilahkan dengan maqashid al syariah yang dalam istilah Fazlur Rahman disebut ide moral yang mengakar pada prinsip keadilan (al-'adl). Dengan demikian yang perlu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum, melainkan mashlahah sebagai wujud kongkrit dari maqashid Al syariah atau moral itu sendiri
. Oleh sebab itu, hukum bisa dirubah dan harus dirubah jika tidak lagi mampu menopang terealisasinya mashlahah dan moral dalam kehidupan.
The vision and mission of the teachings of Muhammad are the welfare and justice. According to Syatibi, everything must be viewed from the goal termed maqashid al-Sharia in terms Fazlur Rahman called moral ideas are rooted in the principles of justice (al-'adl). Thus, the need to be enforced in the midst of society is not the law, but mashlahah as a concrete manifestation of Maqashid Al Sharia or moral itself. Therefore, the law can be changed and must be changed. It is no longer able to sustain the realization mashlahah and morals in life
Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang sangat panjang. Dalam tatanan ini perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas kedua) berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pembentukan struktur masyarakat ini diyakini sebagai ketentuan Ilahiyah yang tidak bisa dirubah. 

Perempuan merupakan manusia yang lebih beruntung jika dibanding laki-laki karena perempuan dicipta selangkah lebih hebat. Perempuan dapat melakukan pekerjaan laki-laki tetapi laki-laki tidak dapat melakukan pekerjaan perempuan, mulai dari haid, mengandung, melahirkan dan menyusui, bahkan dalam mendidik anak perempuan lebih piawai
. Statemen ini bukanlah merupakan statemen yang meninggikan kedudukan perempuan atas laki-laki tetapi menunjukkan setiap unsur masyarakat adalah setara dengan fungsi yang berbeda. 
Order of human life that is dominated by men over women is already a very long historical roots. In this order is placed as the second female human being (human being a second class) is the superiority of men, which brings a wide impact in the social life in the community. The formation of the community structure is believed to be a divine provision which can not be changed.Women are humans who luckier than men because women created a great step. Women can do a job for men, but men can not do the work of women, ranging from menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding, even in educating girls are more skilled. This statement is not a statement that elevates the position of women over men but shows every element of society is on par with different functions.

Pra Gerakan Perempuan Indonesia (Premovement Indonesian Women Stage)
Perjuangan perempuan Indonesia ini merupakan usaha untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Perempuan Indonesia  berjuang melalui beberapa tahap seperti tahapan yang ada dalam gerakan sosial menurut Baldridge yaitu: 1. premovemen stage (tahap pra gerakan), 2. awakening stage (tahap membangun kesadaran), 3. movement building stage (tahap membangun gerakan), 4. influence stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran), 5. outcome stage (tahap pencapaian hasil, efek gerakan yang telah terlihat pada kebijakan).

Tahap awal adalah premovement stage (tahap pra-gerakan). Pada tahap ini gerakan sosial akan muncul secara pelan dan dengan penuh cobaan, dari serangkaian kondisi-kondisi yang unik, yang secara khas mencakup suatu periode jangka panjang mengenai tekanan dan diskriminasi sosial berpasangan dengan suatu periode jangka pendek mengenai kemajuan yang menghasilkan harapan yang meningkat. Ketika harapan menjadi maju, suatu gerakan sosial revolusioner akan menjadi berkembang
.  

Ibu (perempuan) merupakan pendidik utama generasi bangsa sebagaimana dikatakan syair yang baik: al ummu madrosatun idza a’dadnahaa, a’dadta sya’ban thoyyibal a’roof (ibu itu laksana sekolah jika anda menyediakan, samalah seperti anda menyediakan suatu umat yang baik keturunannya). Sebuah pepatah berkata “bila kita mendidik seseorang laki-laki maka sebenarnya kita telah mendidik seorang laki-laki, namun bila membina seorang perempuan maka niscaya kita telah membina suatu generasi”. Perempuan adalah ibu generasi dan ibu peradaban, di tangan ibu lah pembinaan seorang anak pertama kali dimulai. Naluri ini yang akan terbawa sampai ruang publik untuk membina masyarakat dalam membangun dan merubah generasi yang lebih baik. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki pendidikan yang cukup sebagai bekal untuk perbaikan umat.

Pre Indonesian Women's Movement (Premovement Stage)

Indonesian women struggle is an attempt to make social change in society. Indonesian women struggle through several stages such as stages in social movements by Baldridge: 1. premovemen stage (pre-stage movement), 2. awakening stage (the stage of building awareness), 3. movement building stage (the stage of building a movement), 4. influence stage (stage affecting the target group), 5. the outcome of stage (stage achievement, motion effects that have been seen in the policy).

The initial stage is premovement stage (pre-movement). At this stage of social movements will emerge slowly and with a full trial, a series of unique conditions, which typically includes a long-term period of the pressure and social discrimination paired with a short-term period of the progress that produce inflated expectations. When the hopes of becoming a developed, a revolutionary social movement will be developing.

Mother (female) generation is the primary educator of the nation as a good poem said: al ummu madrosatun idza a'dadnahaa, a'dadta Sha'ban thoyyibal a'roof (mother was like a school if you are providing, samalah as you provide a good race offspring). A proverb says "if we educate someone male then we actually have to educate a man, but when fostering a woman then surely we have to foster a generation". Women are mothers and mothers-generation civilization, in the hands of a child's mother was coaching first started. This instinct to be brought up to public spaces to foster local communities to build and revamp a better generation. Therefore, women should have sufficient education as a preparation for community improvement
Perempuan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dalam semua lapangan hidup, maka perempuan perlu berpengetahuan. Bagaimana mungkin perempun bodoh akan menjadi tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw: Al Maratu 'imaadul bilaad idza sholuhat fasholuhat waidza fasadat fafasadat (wanita adalah tiang negara, apabila ia baik maka negara akan baik dan apabila ia rusak maka negara akan rusak). Dan bagaimana pula ia berfungsi sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, jika ia tidak berpengetahuan.

Pendidikan yang dikoordinasi oleh Dewi Sartika dikenal dengan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis yang dibuka pada tanggal 16 Januari 1904 di daerah Paseban-Bandung. Mulai 1910 sekolah ini diurus oleh sebuah panitia terdiri dari "Njonja Resident, Njonja Assistent Resident, Njonja Inspecteur, Njonja Directeur Opleidingschool, Raden Ajoe Regent, Raden Ajoe Patih dan Raden Ajoe Hoofd-Djaksa. Commissie itu disebut: "Vereniging Kaoetaman Istri"
. Perempuan yang telah tamat dari Sekolah Istri dikenal dengan Keutamaan Istri  dapat mendirikan sekolah-sekolah yang sama ditempat lain seperti: Keutamaan Istri Tasikmalaya (1913), Keutamaan Istri Sumedang (1916), dan Keutamaan Istri Padangpanjang yang didirikan salah seorang alumni keutamaan Istri Bandung pada tahun 1915. Secara sporadis sekolah-sekolah seperti itu dibuka dan tumbuh di mana-mana.

Pada tahun 1914 sekolah Kartini juga didirikan di Madiun tahun 1916 di Malang dan di Cirebon, tahun 1917 di Pekalongan, tahun 1918 di Indramayu, Surabaya, Rembang. Pada waktu yang bersamaan sekolah Keutamaan Istri di Jawa barat pun cepat berkembang. Pada tahun 1913 dibuka sekolah untuk anak perempuan Tasikmalaya. Tahun 1916 di Sumedang dan di Cianjur, tahun 1917 di Ciamis tahun 1918 di Cicurug, Kuningan, dan Sukabumi 
Women are required to carry out the functions and role in all fields of life, women need to be knowledgeable. How could uneducated women will be a pillar of a good and solid for a country, as stated by the Prophet Muhammad: Al Maratu 'imaadul bilaad idza sholuhat fasholuhat waidza fasadat fafasadat (women are pillar of the state, if it is good then the state will be good and if he broken then the state will be broken). And how well it functions as educators and coaches for their children, if he is not knowledgeable.

Education coordinated by Dewi Sartika was known as the School of Educational wife or girl that opened on January 16, 1904, in the area Paseban-Bandung. Starting in 1910 the school is administered by a committee made up of "Mrs. Resident, Mrs. Assistant Resident, Mrs. Inspecteur, Mrs. Directeur Opleidingschool, Raden Ajoe Regent, Raden Ajoe Patih and Raden Ajoe Hoofd-Djaksa. Commissie was called:" Vereniging Kaoetaman Wife ". The woman who has graduated from the school wife known with primary wife can establish schools the same in other places such as virtue wife Tasikmalaya (1913), virtue wife Sumedang (1916), and virtue wife Padangpanjang who founded one of the alumni of the primacy wife Bandung in 1915 .sporadically schools as it is opened and grow everywhere.

In 1914 the school Kartini also established in Madiun in 1916 in Manchester and in Cirebon, 1917 in Pekalongan, 1918 in Indramayu, Surabaya, Rembang. At the same time, Virtue Wife school in West Java was rapidly growing. In 1913 opened a school for girls Tasikmalaya. 1916 in Sumedang and Cianjur, 1917 in Ciamis 1918 in Cicurug, Kuningan, and Sukabumi
Pembangunan Kesadaran Perempuan Indonesia(Awakening Stage)
Tahapan ini membangun kesadaran perempuan Indonesia tentang posisi, hak, tugas, dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan. Pada tahap ini praktisnya membutuhkan dua faktor yang mampu membantu membangun kesadaran untuk melakukan mobilisasi, yaitu pemimpin yang kharismatik dan proses "rasionalisasi". Pemimpin kharismatik bisa berupa penulis yang pandai yang mengubah bentuk individu terhimpit ke dalam suatu pergerakan sosial terorganisir.
 Sedangkan "rasionalisasi", yaitu upaya membangun keyakinan diri atau kepercayaan diri secara memadai. Dengan begitu mereka mampu melakukan gerakan sosial.

Surat-surat Kartini baru terbit tahun 1911, sejak saat itu suatu diskursus feministik berlangsung di sini. Sedangkan tiga tahun sebelumnya, satu Juli 1908 terbit di Bandung majalah Poetri Hindia.
 Mungkin inilah yang pertama dari yang tidak banyak jumlahnya yang secara sungguh-sungguh memasukkan perempuan ke dalam diskusi politik Hindia Belanda, usaha awal memasukkan perempuan ke ruang publik yang dimonopoli lelaki.

Para redaktur perempuan majalah Poetri Hindia tersebut terdiri dari orang-orang Eropa dan pribumi yang tergabung dalam suatu usaha jurnalistik, di mana setiap orang dilihat dari kualitasnya, menjalankan suatu tugas dakwah politik. Namun, pada saatnya pimpinan redaksi dipegang oleh Ajoe Tjokro Adi Koesoemo pada tahun 1910, sehingga posisi penting dijabat oleh para perempuan pribumi. Dengan munculnya surat-surat Kartini dan berbagai majalah perempuan memunculkan kesadaran bagi perempuan Indonesia atas posisi yang seharusnya.
This stage is to build awareness about the position of Indonesian women, rights, duties, and obligations of women in the household and marriage. At this stage, the practical needs two factors that can help build awareness for the mobilization, the charismatic leader and the process of "rationalization". A charismatic leader could be a clever writer who changed the shape of the individual was squeezed into an organized social movement. While the "rationalization", which is an effort to build confidence or confidence adequately. By doing so they are able to do social movements.

Kartini's letters published in 1911, since then a feminist discourse takes place here. While the three previous years, the July 1908 magazine published in Bandung Poetri Indies. Perhaps this is the first of which not many in number were seriously incorporate women into the political discussion Indies, initial attempts to include women into the public sphere monopolized man.

The editor of the Indian women's magazine Poetri consisted of Europeans and natives who are members of a business journalism, in which everyone is seen by its quality, runs a task of political propaganda. However, at the time chief editor held by Ajoe Tjokro Adi Koesoemo in 1910, so the important position held by indigenous women. With the advent of Kartini's letters and various women's magazines raise awareness for women in Indonesia over the position should be.
LahirnyaGerakan PerempuanIndonesia  (Movement Building Stage)
Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan mampu dikalahkan kebatilan yang terorganisir dengan baik (Al-haqqu bilaa nidhoomin yaghlibuhul baathil bin nidhoom). Itulah kata-kata Sayyidina Ali r.a dalam memberi semangat pasukannya. Oleh sebab itu, perempuan Indonesia berusaha menata diri dalam melakukan suatu gerakan dengan membuat organisasi-organisasi baik tingkat daerah maupun Nasional dengan aturan main dan visi misi yang jelas. Berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dimulai kebangkitan nasional dikalangan pergerakan nasional dan dengan itu pula mulai terbentuk perkumpulan-perkumpulan perempuan, misalnya: Wanita Oetomo, Darma Lasmi, Poetri Merdeka, Keutamaan Isteri,  Serikat Perempuan Islam Indonesia. Aisyiah, Ina Tuni, Wanito Moeljo, Wanito Katolik, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling, dan Wanita Taman Siswa.
Kesadaran akan pentingnya persatuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pendirian Organisasi-Organisasi dengan tujuan untuk berjuang secara kolektif. Prinsip “berat sama dipikul ringan sama dijinjing” menjadi inspirasi dalam pembentukan organisasi perempuan Indonesia. Awal organisasi pergerakan dengan skala nasional diprakarsai oleh seorang dokter atas keprihatinannya dengan penderitaan kaum yang sakit akibat kelaparan atau rendahnya gizi. Kesadaran nasional yang bangkit pada awal abad ke-20  telah meluas pada kaum wanita, tidak saja di pulau jawa tetapi juga di Sumatra, Sulawesi, Ambon, dan lain-lain.

Pada tanggal 11 Pebruari 1914 didirikan Kerajinan Amai Setia (KAS) di kota Gedang, Sumatera Barat. Ketuanya yang pertama adalah Rohanah Kudus. Organisasinya bertujuan: meningkatkan derajat wanita dengan jalan mengajarkan baca tulis huruf Arab latin , mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan dan mengatur pemasarannya. Pada tahun 1914 Kerajinan Amai Setia  berhasil mendirikan sekolah anak perempuan di Sumatera
.Timbul banyak organisasi wanita setempat (lokal) di jawa seperti: Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Hadi di Jepara (1915), Purborini di Tegal (1917), Wanito Susilo di Pemalang (1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Sala, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920), dan lain-lain
.Tanggal 22 April 1917, didirikan Aisyiyah di Yogyakarta sebagai Bagian wanita dari Muhammadiyah. Sedang PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) didirikan pada tanggal 8 Juli 1917 di Manado oleh Maria Walanda Maramis
. Sebagai bagian dari Serikat Islam (SI), telah didirikan Serikat Siti Fatimah di Garut pada tahun 1918 dan Wanodyo Utomo di Yogyakarta pada tahun 1920, yang kelak menjelma menjadi Sarikat Putri Islam pada tahun 1925
.

Tahun 1920 didirikan Gorontalosche Mohammdedaanche Vrouwen Vereniging di Gorontalo. Sulawesi Utara dan Sarekat Kaum Ibu Sumatera di Bukittinggi. Pada tahun yang sama juga berdiri Nahdlatul Fatad sebagian dari Wal Fadjri
. Beberapa organisasi tersebut digunakan kendaraan perempuan Indonesia mewujudkan persamaan hak dalam rumah tangga.
The truth is not well organized to be able to beat a well-organized falsehood (Al-haqqu bilaa nidhoomin yaghlibuhul baathil bin nidhoom). Those were the words of Sayyidina Ali r.a in encouraging his troops. Therefore, Indonesian women are trying to organize themselves to perform a movement by making organizations both local and national levels with the rules and a clear vision and mission. The establishment of associations Boedi Utomo in 1908 begins national revival among national movement and with that, began to form associations of women, for example, Women Oetomo, Darma Lasmi, Poetri Freedom, Virtue Wife, Women's Union of Islamic Indonesia. Aisyiah, Ina Tuni, Wanito Moeljo, Wanito Catholic, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Indonesia, Jong Dames Afdeling Islamieten Bond, and Women Taman Siswa.

Awareness of the importance of unity is realized in the form of the establishment of Organizations with the aim to fight collectively. The principle of "bear the same weight make light work" an inspiration in the formation of women's organizations in Indonesia. Early movement organizations with national scale initiated by a physician on his concern with the plight of the sick from hunger or malnutrition. National consciousness arose in the early 20th century has been widespread in women, not only in Java but also in Sumatra, Sulawesi, Ambon, and others.

On February 11, 1914, was established Crafts Amai Setia (KAS) in town Gedang, West Sumatra. The chairman of the first is the Holy Rohanah. His organization aims to: increase the degree of women by way of teaching reading and writing Arabic letters latin, organize the household, making crafts and adjust marketing. In 1914 Craft, Amai Setia managed to set up a girls school in Sumatra. Arise many local women's organizations (local) in Java such as: Pawiyatan Wanito in Magelang (1915), Wanito Hadi in Jepara (1915), Purborini in Tegal (1917), Wanito Susilo in Pemalang (1918), Wanito Rukun Santoso in Malang, Budi Wanito in Sala, Budi Putri Sejati in Surabaya (1919), Wanito Mulyo in Yogyakarta (1920), and others. On April 22, 1917, established Aisyiyah in Yogyakarta as part of the Muhammadiyah women. Medium PIKAT (Love Mother To Son Temurunnya) was established on July 8, 1917, in Manado by Maria Walanda Maramis. As part of Islamic States (SI), has established the United Siti Fatimah in Garut in 1918 and Wanodyo Utomo in Yogyakarta in 1920, which later transformed into a princess Sarikat Islam in 1925.

1920 founded Gorontalosche Mohammdedaanche Vrouwen Vereniging in Gorontalo. North Sulawesi and Sumatra Sarekat The Mother in London. In the same year also stands Nahdlatul Fatad part of Wal Fadjri. Some of these organizations used vehicle Indonesian women realize equality in the household.

Pengaruh Gerakan Perempuan Indonesia (Influence Stage) 
Kesiapan mereka untuk bertindak tidak lepas dari tumbuhnya kesadaran yang dibangun para pemimpin yang kharismatik, rasionalisasi, mengembangkan administrasi, ideology, dan organisasi yang efektif.
 Pada tahap ini, anggota gerakan juga mencoba untuk mempengaruhi masyarakat yang lebih besar untuk mencapai tujuannya bahkan sasarannya adalah penguasa.
Semangat kebangsaan Rakyat Indonesia semakin menggelora, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan meletusnya "Sumpah Pemuda" yang bersemboyan "satu bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air." Semangat kebangsaan ini menjiwai "Kongres Perempuan Indonesia" yang diadakan atas  inisiatif dari wanita muda di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 tepatnya dilaksanakan di pendopo Joyodipuran, Yogyakarta yang dipimpin oleh Ny. R.A. Sukonto. Kongres Perempuan Pertama ini atas inisiatif tujuh organisasi perintis pergerakan perempuan Indonesia
 yang dihadiri tiga puluh organisasi perempuan.  Pada kongres itu untuk pertama kali dikibarkan bendera Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dipergunakan bahasa Indonesia. Kongres pertama ini membahas kedudukan perempuan dalam perkawinan dan pendidikan.
Kongres perempuan Indonesia diselenggarakan dalam rangka menuntut persamaan dalam rumah tangga dan perkawinan. Pada masa sebelum merdeka menggunakan istilah Kongres Perempuan Indonesia namun setelah kemerdekaan Kongres Perempuan menggunakan Kongres Wanita Indonesia. Kongres-kongres yang diselenggarakan mulai dari yang pertama tahun 1928 sampai ke lima belas memiliki tujuan yang selaras yaitu menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Tuntutan tersebut dikemas dalam suatu tuntutan kepada pemerintah agar segera membuat Undang-Undang Perkawinan yang mengatur dan melindungi hak perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut memuat ta’lik talak, aturan poligami, hak perempuan, kewajiban laki-laki, dan batasan umur menikah.
Their readiness to act can not be separated from the growing awareness that built the charismatic leader, rationalization, developing administration, ideology, and effective organization. At this stage, members of the movement are also trying to influence the greater community to achieve its goal even the target is the ruler.

The national spirit Rakyat Indonesia increasingly tempestuous, on October 28, 1928, with the outbreak of "Youth Pledge" is a slogan "one nation, one language, one country." This national spirit animates "Indonesian Women's Congress" held at the initiative of the young woman in Yogyakarta on December 22, 1928, held in the pavilion Joyodipuran precisely, Yogyakarta, led by Mrs. R.A. Sukonto. The First Women's Congress at the initiative of seven organizations pioneering Indonesian women's movement that was attended by thirty women's organizations. At the congress for the first time flag had flown, sung the national anthem Indonesia Raya and used Indonesian. The first congress is to discuss the position of women in marriage and education.

Congress of Indonesian women held in order to demand equality in the household and marriage. In the days before independence using the term Indonesian Women's Congress, but after independence the Congress of Women using Indonesian Women's Congress. The conferences were held from the first in 1928 to fifteen own goals matched that demanding equal rights in the household and marriage. The claim is packaged in a demand to the government to immediately make the Marriage Act which regulates and protect the rights of women in the household and marriage. In the Act contains ta'lik divorce, the rules of polygamy, women's rights, obligations of men, and the age limit was married.
The Advent of Marriage Act (Outcome Stage)
Suatu pergerakan dikatakan sudah berhasil apabila gerakan sosialnya telah mampu mempengaruhi kebijakan. Keberhasilan pergerakan perempuan Indonesia diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. undang-undang tersebut memuat persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan.

Resolusi yang dikeluarkan pada Kongres Wanita Indonesia XV yang pertama mengenai Undang-Undang Perkawinan berisikan desakan pada DPRGR supaya segera dikeluarkan dan lekas diundangkan. Kunjungan ke DPRGR diadakan pada tanggal 29 April 1970 yang diikuti oleh hampir semua anggota Dewan Pimpinan Kowani dan "Alternate" tetapnya.  Pembahasan yang dilakukan sampai berakhirnya masa kerja DPRGR tahun 1971 mengalami kemacetan pula, mungkin karena lebih banyak ditinjau dari segi politis daripada memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan keluarga yang beragama Islam.

Team Kerja Penyiapan Bahan dalam Sidang Umum MPR tahun 1972-1973, mengenai masalah yang bersangkutan dengan MPR, Kowani juga memberikan pendapatnya. Pada perihal kesejahteraan rakyat Kowani mengajukan untuk menunjuk kembali kepada Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 Pasal 1 ayat 3 agar supaya segera dikeluarkan Undang-Undang  Perkawinan. Dalam usaha mengobarkan semangat perempuan Indonesia  tentang tuntutan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, Kowani di bawah pimpinan ketua periodik Ny, H. Asmah Syahroni, mengadakan dialog dengan ketua DPR Drs. Sumiskum dan Pimpinan Komisi Hukum DPR tentang materi Undang-Undang Perkawinan. Dialog diadakan secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan dalam tahun 1973.Bulan Juli 1973 pemerintah mengajukan kembali sebuah RUUP (Rancangan undang-undang Perkawinan) kepada DPR.RUUP tersebut mendapat banyak tanggapan pro dan kontra dalam DPR maupun dalam masyarakat di DPR bahkan pernah ada demonstrasi menentang RUUP yang dilakukan oleh orang luar.

Atas Prakarsa KH Muhammad Bisri Syansuri, Rois 'Aam Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama, pada tanggal 22 Agustus 1973 mengumpulkan 9 ulama besar di Jombang diadakan Musyawarah Alim Ulama yang tidak hanya memutuskan untuk mengambil sikap yang tegas terhadap RUU Perkawinan tetapi juga menyampaikan usul-usul secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan Islam, disertai dengan alasan dalil-dalil Al Qur-an dan Hadits.

Keputusan musyawarah itu kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan serta Fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan itu lebih lanjut
. Sedangkan  PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang mengusulkan perkawinan sipil harus mengalah
. Dalam parlemen atas usulan hasil musyawarah Alim Ulama yang diselenggarakan di Jombang tersebut juga di setujui oleh kelompok wanita Islam.

Tanggal 22 Desember 1973 dalam sidang Paripurna yang dihadiri oleh 369 dari 460 Anggota DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perkawinan secara aklamasi sebagai kado pemerintah kepada kaum perempuan diseluruh Indonesia pada peringatan Hari Ibu. Undang-Undang Perkawinan tersebut kemudian diundangkan sebagai Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Hal itu nampak diselenggarakannya Kongres Wanita Indonesia XVI yang diselenggarakan di Gedung Wanita Jalan Diponegoro 26 Jakarta pada tanggal 14-18 Mei 1974 dengan mengambil tema "Konsolidasi organisasi wanita untuk meningkatkan potensinya dalam pembangunan" ketua panitia kongres adalah Ny. Suwondo (ketua BPOW DKI Jakarta) dan pimpinan kongres adalah Ny. F. Duriat (Ketua Periodik DP Kowani)
. Salah satu isi keputusan Kongres Wanita Indonesia adalah mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah Kaum pembela perempuan dengan tetap tegar walau banyak pihak yang kontra perihal pemunculan sekaligus pengesahan Undang-Undang Perkawinan.
A performance said to have been successful if social movements have been able to influence policy. The success of Indonesian women's movement is realized with the passage of the Marriage Law No. 1 1974. The legislation includes equality in the household and marriage.

Resolution issued on Indonesian Women's Congress first XV regarding the Marriage Act contains insistence on DPRGR so soon removed and quickly enacted. A visit to DPRGR held on 29 April 1970 attended by almost all members of the Governing Board Kowani and "Alternate" fixed. The discussion is conducted until the end of 1971 work DPRGR congested anyway, probably because more in terms of political, rather than pay attention to the interests of society, in particular, the protection of Muslim family.

Team Work Preparation Material in General Session year 1972-1973, the problems concerned with MPR, Kowani also give its opinion. At about the welfare of the people, Kowani proposes to refer back to MPRS No. XXVIII / MPRS / 1966 Article 1, paragraph 3 in order to be issued soon Marriage Act. In an effort to rekindle the spirit of Indonesian women about the demands the establishment of Marriage Act, under the leadership of chairman Kowani periodic Ny, H. Asmah Syahroni, a dialogue with the chairman of the House Drs. Sumiskum and Chairman of Law Commission of material Marriage Act. Dialogue held in stages in several meetings in 1973. In July 1973, the government proposed back in an RUUP (The draft law marriage) to the Parliament. The RUUP got many responses pros and cons in the House and in the community in Parliament even once there was a demonstration against RUUP done by outsiders.

On Initiative KH Muhammad Bisri, Rois' Aam Board of Syuriah Nahdlatul Ulama, on August 22, 1973 to collect nine great scholars in Jombang held the Council of Ulama who not only decided to take a firm stand against the Marriage Bill, but also convey the proposals are full to amend article by article of the bill that is considered contrary to Islam, along with the reasons the arguments of Al Qur'an and Hadith.

The decision deliberation it became a handbook for the United Development Party faction in the Parliament as well as the discussion of the Marriage Bill further. While the PDI (Indonesian Democratic Party) who propose civil marriage must yield. In the parliamentary deliberations on the proposed outcome Ulema held in Jombang was also approved by a group of Islamic women.

Date December 22, 1973, in a plenary session attended by 369 of the 460 Members of the House approved Law on Marriage by acclamation as a government gift to women throughout Indonesia on Mother's Day. Marriage Act was then enacted as Law Marriage # 1 in 1974. It appears to be the convening of Indonesian Women's Congress held at the XVI Women's Building Jalan Diponegoro 26 Jakarta on 14-18 May 1974 under the theme "Consolidation of women's organizations to improve potential in development "congress committee chairman is Mrs. Suwondo (chairman BPOW DKI Jakarta) and congressional leaders are Ny. F. Duriat (Chairman of DP Periodic Kowani). One of the contents of Indonesian Women's Congress decision is to support the implementation of the Marriage Act was passed by the government of The defenders of women to remain steadfast despite many counterparties regarding the appearance as well attestation Marriage Act
PENUTUP
Gerakan perempuan Indonesia muncul karena banyaknya diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga sebelum tahun 1928. Diskriminasi perempuan berupa pernikahan dini, poligami, perlakuan sewenang-wenang oleh keluarga laki-laki, dan perceraian sepihak dari laki-laki. Hal ini karena anggapan terhadap perempuan sebagai makhluk nomor dua dan kehadirannya hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki. Setelah munculnya surat-surat kartini dan berbagai majalah yang membahas perempuan dalam ranah publik perempuan Indonesia semakin sadar akan posisinya tidak harus selalu dimarginalkan oleh laki-laki. Kesadaran itu melahirkan kekuatan untuk membentuk sebuah perkumpulan sesama perempuan sebagai upaya untuk menggalang kekuatan keluar dari kubangan diskriminasi yang selama itu dirasakan. Dengan lahirnya Boedi Oetomo memunculkan semangat perempuan untuk ikut aktif dalam perempuan seperti   Wanito Oetomo, Wanito taman Siswo, Putri Indonesia, Aisyiah, Wanita Katholik, Jong Islamieten Bond dames Afdeeling (JIBDA), Jong Java Dames Afdeeling dsb. Setelah sumpah pemuda perjuangan perempuan menyusul untuk menyelenggarakan kongres perempuan Indonesia pertama. Dalam kongres membahas berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib perempuan yang diwujudkan dalam usulan agar pemerintah segera membuat Undang-Undang Perkawinan (UUP). Mulai dari kongres pertama sampai kongres ke-15 dan berbagai upaya pendekatan terhadap pemerintah maka lahirlah UUP No.1 tahun 1974. 
CONCLUSION
Indonesian women's movement emerged because of discrimination against women in marriage growing in domestic life before 1928. Discrimination against women in the form of early marriage, polygamy, abuse by male relatives, and unilateral divorce than men. This is because the notion of women as being number two and his presence only as a supplement for men. After the advent of Kartini's letters and various magazines that discuss women in the public sphere Indonesian women increasingly aware of the position does not have to always be marginalized by men. That realization gave birth to the power to shape a bevy of other women in an effort to join forces to get out of the ditch discrimination as long as it felt. With the birth of Boedi Utomo bring the spirit of women to participate actively in such women Wanito Oetomo, Wanito Siswo garden, Putri Indonesia, Aisyiah, Catholic Women, Jong Islamieten Bond dames Afdeeling (JIBDA), Java Jong Dames Afdeeling etc. After the oath of youth following the women's struggle to hold the first congress of Indonesian women. The congress discussed various efforts to fight for the fate of women embodied in the proposal for the government to make the Marriage Act (UUP). Starting from the first congress to congress to-15 and various approaches to the government then was born the UUP 1 1974
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